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Skripsi ini membahas tentangPenerapan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 
Tentang Hak Cipta Di Dinas Perpustakaan Umum Kota Makassar. Rumusan 
masalah penelitian ini yaitu pertama Bagaimana kebijakan penerapan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Dinas Perpustakaan Umum 
Kota Makassar? kedua Bagaimana bentuk-bentuk penerapan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Dinas Perpustakaan Umum Kota 
Makassar? 
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana kebijakan 
penerapan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 di Dinas Perpustakaan Umum Kota 
Makasar dalam melindungi hak cipta serta untuk mengetahui bagaimana Bentuk-
bentuk penerapan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 di Dinas Perpustakaan 
Umum Kota Makasar dalam melindungi hak cipta. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian deskriptif 
dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian yaitu Kepala 
Pengembangan Koleksi dan Perawatan Bahan Pustaka dan Pustakawan. Data 
diperoleh melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan metode kualitatif.  
Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan penerapan undang-undang 
nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta di Dinas Perpustakaan Umum Kota 
Makassartelah diterapkan sejak tahun 2016, Adapun kebijakan  yang muncul dari 
pihak perpustakaan terkait penerapan Undang-undang Hak Cipta adalah 
menghimbau kepada seluruh pemangku kepentingan atau tenaga perpustakaan 
untuk melaksanakan tugas dengan tetap berpedoman kepada aturan-aturan yang 
tertuang dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014. Selanjutnya, 
bentuk-bentuk penerapan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta 
di Dinas Perpustakaan Umum Kota Makassar adalah Dinas Perpustakaan Umum 
Kota Makassar memberikan edukasi kepada pemustaka terkait dengan aturan-
aturan yang tertuang dalam undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 dan 
menekankan kepada penulis untuk mendaftarkan hak cipta karya cipta nya. selain 
itu, sosialisasi juga pernah dilakukan agar tenagaperpustakaan dan pemustaka dapat 
mengetahui dan memahami tentang Hak Cipta agar suatu karya cipta dapat 
terlindung, tidak merugikan pencipta dan meminimalisir tindakan pelanggaran hak 
cipta. 
 






A. Latar Belakang 
Hak cipta adalah salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang 
mempunyai ruang lingkup objek dilindungi paling luas, yakni mencakup ilmu 
pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program 
komputer. 
Di Indonesia, terkait masalah hak cipta telah diatur dalam Undang-undang 
Hak Cipta, yakni yang berlaku saat ini Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. 
Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 hak cipta adalah hak eksklusif 
pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah 
suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini 
juga menjelaskan bahwa pencipta atau penerima hak mempunyai hak eksklusif 
untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya.  
Pentingnya dilakukan penerapan Undang-undang hak cipta adalah untuk 
memberikan perlindungan terhadap pencipta dan ciptaannyadari penjiplakan dan 
pengakuan dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Hak cipta sangat erat 
hubungannya dengan buku-buku, terbitan berkala dan publikasi lainnya dalam 
berbagai format yang merupakan koleksi utama perpustakaan. Yang mana 
didalamnya melekat dua hak yaitu hak bagi pencipta atau pengarangnya. Hak 




pencipta atau pengarang dalam menikmati keuntungan ekonomi yang ia peroleh 
dari hasil karyanya. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta atau pengarang 
dalam menjaga keutuhan karya ciptanya dari pihak lain yang dapat merusak 
kreativitas pencipta atau pengarang. 
Pada tahun 2014 pemerintah Indonesia membuat dan mengeluarkan 
sebuah rumusan peraturan yang mengatur mengenai hak cipta tersebut yang 
kemudian dituangkan dalam suatu perundang-undangan. 
Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 (Republik Indonesia, 
2014) pasal 9 ayat (3) berbunyi “Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau 
pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan 
secara komersial ciptaan”. Dan Pasal 46 ayat (1) yang berbunyi: 
Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan 
Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) Salinan dan dapat 
dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. 
 
Saat ini setelah 6 tahun sejak dikeluarkannya peraturan perundang-
undangan ini,kondisi perpustakaan nampaknya sangat mencolok dengan 
tindakan pelanggaran hak cipta. Hal ini sangat miris karena perpustakaan yang 
seharusnya sebagai lembaga penyedia informasi untuk masyarakat justru 
menjadi sarang tindakan pelanggaran hak cipta. perbuatan pembajakan dan 
pelanggaran hak cipta masih sering kita jumpai pada masyarakat. Contohnya 
saja dalam penggandaan buku yang selanjutnya akan dipergunakan untuk 
kebutuhan komersial kini telah hadir sebuah alat mesin fotokopi yang bisa 
menggandakan buku dengan cepat dan mudah sementara disisi lain buku 
tersebut melekat pada hak cipta. Dengan hadirnya mesin fotokopi ini seseorang 




menggandakan, menafsirkan, mencetak, menduplikasi ataupun perbuatan-
perbuatan lainnya yang dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. 
Tindakan seperti itu harus dicegah dan dimusnahkan karena hal tersebut 
akan membuat para penulis enggan berkarya lagi, hasil pemikiran dan kerja 
keras yang mereka telah wujudkan dalam bentuk karya selalu dibajak sehingga 
akan merugikan secara moral dan material. 
Dinas Perpustakaan Umum Kota Makassar melayankan berbagai bentuk 
karya cipta yang dilindungi oleh hak cipta. Buku, majalah, jurnal, ceramah, peta, 
pidato, foto, gambar, merupakan koleksi perpustakaan yang didalamnya melekat 
hak cipta. Dengan demikian, dalam melayankan berbagai koleksi yang 
dimilikinya perpustakaan harus berhati-hati agar layanan yang diberikannya 
kepada masyarakat tidak tergolong sebagai bentuk praktek pelanggaran hak 
cipta. Jika perpustakaan tidak berhati-hati atau tidak memiliki rambu-rambu 
yang jelas dalam pelayanan perpustakaan justru perpustakaan akan 
menyuburkan praktek pelanggaran hak cipta. 
Berdasarkan observasi yang peneliti telah lakukan secara langsung di 
Dinas Perpustakaan Umum Kota Makassar bahwa kebijakan penerapan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta ini telah diterapkan sejak tahun 
2016.Akan tetapi, peneliti menemukan bahwa penerapan Undang-Undang Hak 
Cipta ini belum maksimal. Masih ada beberapa tenaga perpustakaan yang belum 
mengetahui tentang hak cipta dan tidak ada rambu-rambu plagiasi yang disimpan 
di ruang perpustakaansehingga pemustaka pun tidak paham mengenai 




Sangat disayangkan jika sebuah aturan sudah dibuat, namun pada 
kenyataannya penerapan Undang-undang ini belum dilaksanakan dengan 
maksimal oleh masing-masing perpustakaan. Oleh karena itu, peneliti tertarik 
melakukan penelitian dan ingin mengkaji lebih dalamsetelah 4 tahun lebih 
bagaimana Dinas Perpustakaan Umum Kota Makassar dalam menerapkan 
Undang-undang hak cipta tersebut dengan mengangkat judul “Penerapan 
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Dinas Perpustakaan 
Umum Kota Makassar”, karena pada dasarnya perpustakaan memiliki peran 
penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta. Sebagai salah satu 
lembaga penyedia berbagai buku dan informasi sudah sepantasnya perpustakaan 
berhati-berhati dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan begitu 
perpustakaan dapat menjadi teladan dalam penegakan hak cipta dan sosialisasi 
tentang hak cipta. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakebijakan penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta di Dinas Perpustakaan Umum Kota Makassar? 
2. Bagaimana bentuk-bentuk penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2014 tentang Hak Cipta di Dinas Perpustakaan Umum Kota Makassar? 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 




Peneliti membatasi masalah yang akan diteliti agar tidak terlalu 
meluas. Untuk itu peneliti akan memfokuskan penelitian ini pada kebijakan 
penerapan dan bentuk-bentuk penerapan Undang-Undang No. 28 Tahun 
2014 tentang Hak Cipta di Dinas Perpustakaan Umum Kota Makassar. 
2. Deskripsi Fokus 
Kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep dan asas yang 
dijadikan sebagai pedoman dan asas rencana dalam melaksanakan suatu 
pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Kebijakan adalah pedoman 
yang didasarkan atas hokum/aturan. Kebijakan dapat diterapkan dalam 
pemerintahan, organisasi, kelompok sector swasta dan individu. 
Penerapan undang-undang adalah suatu tindakan yang dilakukan 
terhadap kebijakan yang sebelumnya telah ditetapkan. 
Hak cipta merupakan hak secara langsung yang dimiliki seseorang atas 
semua ciptaannya.Agar pelanggaran atas Hak Cipta ini berkurang, maka 
diterapkanlah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014.  
D.  Kajian Pustaka 
Dalam membahas judul “Penerapan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta di Dinas Perpustakaan Umum Kota Makassar”, berikut buku 
dan karya tulis yang berkaitan dengan objek penelitian ini: 
1. Buku “Undang-Undang Hak Cipta: UU RI No.28 Tahun 2014”tahun 





2. Buku “Hak Kekayaan Intelektual” oleh Edy Damian (2014). Dalam 
buku ini dibahas tentang sejarah perkembangan Hak Cipta. 
3. Jurnal “Hak Cipta dan Perpustakaan”tahun 2015 oleh Ade Uswatun 
Sitorus. Membahas perpustakaan sebagai institusi dengan peran penting 
dalam penyebaran informasi dan pengetahuan, juga punya peran penting 
dalam hak cipta. Perpustakaan juga berperan dalam upaya penegakan 
hak cipta dan pencegahan hak cipta. 
4. Skripsi “Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 
Hak Cipta Terkait Dengan Penggandaan Buku (Studi Kasus Usaha 
Fotokopi Di Kawasan Universitas Negeri Semarang” oleh Nahfidatul 
Nurlaela Oktavia tahun 2015. Dalam skripsi ini dibahas tentang faktor 
peyebab dan perlindungan hukum bagi penulis atau pengarang buku 
serta hal-hal terkait dengan penggandaan buku dalam Implementasi 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
E. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui bagaimanakebijakan penerapan Undang-undang No. 
28 Tahun 2014 di Dinas Perpustakaan Umum Kota Makasar dalam 
melindungi hak cipta. 
2. Untuk mengetahui bagaimanaBentuk-bentuk penerapan Undang-
undang No. 28 Tahun 2014 di Dinas Perpustakaan Umum Kota Makasar 





F. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Manfaat bagi peneliti yaitu menambah dan meningkatkan wawasan 
terkait dengan pelanggaran dan batas wajar hak cipta yang telah diatur 
dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 
2. Manfaat bagi institusi yaitu sebagai bahan evaluasi untuk lebih 
bijak ,bertindak lebih tegas terhadap nilai suatu karya yang dilindungi 
oleh Hak Cipta serta dapat lebih memaksimalkan penerapan Undang-








A. Penerapan Undang-Undang 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerapan adalah cara 
menerapkan. Sedangkan para ahli mengemukakan bahwa penerapan adalah 
mempraktekkan suatu metode, teori ataupun hal lainnya untuk tercapainya 
tujuan dan kepentingan tertentu yang sebelumnya telah direncanakan. 
Menurut J. S Badudu dan Sultan Mohammad Zain, penerapan merupakan  
hal, cara atau hasil (Badudu & Zain, 1996:1487). Dan Lukman Ali juga 
mengatakan bahwa penerapan berarti mempraktekkan dan memasangkan (Ali, 
1995:1044).  
Penerapan (implementasi) adalah hal yang terkait dengan aktivitas, aksi 
dan tindakan. Artinya penerapan tidak hanya sebatas aktivitas, melainkan sebuah 
kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan agar tercapainya tujuan kegiatan 
tersebut (Usman, 2002:70). Atau dengan kata lain, penerapan merupakan wujud 
dari pelaksanaan kebijakan yang telah di tentukan. 
Penerapan (implementasi) merupakan peluasan aksi dengan cara 
menyesuaikan tujuan dan tindakan guna mencapai tujuan tertentu yang 
membutuhkan pelaksana yang efektif (Guntur, 2004:39). 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Undang-undang adalah sebuah 
ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah, disahkan oleh 




adalah undang-undang yang mengatur tentang hak seorang pencipta dan 
ciptaannya dengan tujuan agar hasil karya seseorang dapat terlindungi dari 
tindakan pembajakan ataupun pengakuan dari pihak lain yang tidak bertanggung 
jawab. 
Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat disimpulkan 
bahwa penerapan undang-undang adalah sebuah aksi, tindakan dan perbuatan 
yang dilakukan olehseseorang atau banyak orangdengan tujuan agar aturan dan 
kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya bisa tercapai. Kata penerapan 
(implementasi) terkait pada aktivitas, aksi dan tindakan serta kegiatan yang 
terencana yang dilakukan dengan sungguh-sungguh agar dapat mencapai tujuan 
tertentu.  
B. Hak Cipta 
1. Pengertian Hak Cipta 
Menurut Edy Damian (Damian, 2014) dalam bukunya yang berjudul 
“Hak Kekayaan Intelektual” bahwa Sejarah perkembangan istilah Hak Cipta 
atau sering disebut dengan copyright, awalnya dikenal dengan istilah hak 
pengarang yang diadopsi dari Bahasa Belanda auteursrecht. Istilah hak 
pengarang ini kemudian dipersoalkan dalam Kongres Kebudayaan Indonesia 
yang ke-2 di Bandung Oktober 1951. Hal ini dipersoalkan karena istilah hak 
pengarang dianggap terlalu sempit untuk pengertian Hak Cipta. Sedangkan 
istilah Hak Cipta memiliki cakupan yang luas jika dibandingkan dengan hak 
pengarang. Kongres pun kemudian mengambil keputusan untuk 




yang memperkenalkan istilah ini adalah Soetan Moh. Syah yang merupakan 
ahli Bahasa, menurutnya arti dari kata auteursrecht adalah Hak Pencipta yang 
kemudian disingkat menjadi Hak Cipta untuk penyederhanaan dan 
kepraktisan. 
Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 
(Republik Indonesia, 2015:2) bahwa Hak Cipta merupakan kekayaan 
intelektual dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang memiliki 
peranan penting dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan 
kesejahteraan umum berdasarkan apa yang telah diamanatkan dalam Undang-
Undang Dasar RI Tahun 1945. 
Hak Cipta merupakan kekayaan intelektual yang cakupan ruang 
lingkupnya adalah ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (art and literary) serta 
program komputer. Hak Cipta adalah salah satu bagian hak kekayaan 
intelektual yang memuat tentang hak ekonomi dan hak moral. Adapun hak 
ekonomi pada pencipta merupakan hak eksklusif untuk memperoleh manfaat 
ekonomi atas ciptaannya,  sedangkan hak moral diartikan sebagai hak yang 
melekat, tidak bisa diganggu gugat secara abadi terhadap pencipta (Fadhila & 
Sudjana, 2018:223-224). 
Hak Cipta adalah hak yang tidak dapat dipisahkan dengan pencipta 
atau penerima hak dalam mengumumkan, memperbanyak dan memberi izin 
atas karya ciptanya dengan tidak mengurangi batasan-batasan yang telah 
ditetapkan dalam Undang-Undang yang berlaku. Adapun pencipta 




menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sedangkan 
ciptaan adalah merupakan karya dari pencipta yang memiliki wujud dan 
keaslian dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan (Republik Inonesia, 
2002:2). Untuk mendapatkan perlindungan Hak Cipta, karya harus 
mempunyai bentuk yang khas dan bersifat peribadi serta mempunyai keaslian 
sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca dan didengar. Jadi, kita tidak bisa 
mendapatkan perlindungan Hak Cipta jika hanya sebatas ide atau gagasan 
yang ada pada pikiran. 
Hak Cipta adalah hak yang dimiliki seseorang atas semua ciptaannya. 
Hak ini dilindungi oleh Undang-Undang. Hak Cipta mulai di berlakukan di 
Indonesia pada tahun 1982. (Mansoor 1993). 
Menurut A. Riswandi (Riswandi, 2009:7) bahwa lingkup Hak Cipta 
ada pada hasil karya intelektual yang berbentuk karya seni, sastra dan ilmu 
pengetahuan. Hak Cipta diperoleh dengan sendirinya ketika karya tersebut 
telah diwujudkan secara nyata. Meskipun begitu, karya tersebut harus 
didaftarkan ke Direktorat Jenderal HKI untuk kebutuhan pembuktian. 
Pada tahun 2012 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 ini digantikan 
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Karena Undang-Undang 
sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta 
di nilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan 
masyarakat sehingga diganti dengan Undang-Undang yang baru. 
Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 pasal 9 ayat (3) 




dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial 
ciptaan”. Dan Pasal 46 ayat (1) yang berbunyi: 
Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah 
dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) Salinan 
dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. 
 
Menggandakan buku lebih dari 1 (satu) kali atau 1 (satu) Salinan 
bertentangan dengan hukum yang berlaku, terkhusus pada pelanggaran Hak 
Cipta dalam bentuk Karya seni. 
2. Prinsip-Prinsip Dasar Hak Cipta 
Syarat wajib untuk memperoleh Hak Cipta adalah karya cipta harus 
memiliki bentuk dan bewujud nyata, asli dan bukan hasil dari plagiat. Dapat 
memberikan perlindungan terhadap ciptaan yang khas, asli, dan bersifat 
pribadi adalah konsep dasar lahirnya Hak Cipta (Djumhana & Djubaedillah, 
1997:63). 
Menurut Edy Damian (Damian, 2002:99-106) dalam bukunya yang 
berjudul “Hukum Hak Cipta” bahwa ada beberapa prinsip dasar Hak Cipta 
yang harus diperhatikan pada ciptaan yang mendapatkan hak yaitu sebagai 
berikut: 
a. Yang dilindungi Hak Cipta merupakan ciptaan yang berwujud asli 
Hak Cipta hanya berlaku pada ciptaan yang memiliki wujud asli 
adalah salah satu prinsip dasar perlindungan Hak Cipta. Untuk itu ciptaan 
harus orisinil agar dapat memperoleh hak-hak yang diberikan oleh Undang-
Undang keaslian. 




Suatu hak cipta akan muncul secara otomatis ketika pencipta 
mewujudkan ide atau gagasannya dalam bentuk buku. Ciptaan tersebut 
nantinya akan diumumkan, akan tetapi meskipun ciptaan tersebut telah 
diumumkan Hak Cipta untuk ciptaan tersebut tetap ada pada pencipta. 
c. Ciptaan tidak Harus diumumkan untuk memperoleh Hak Cipta 
Semua karya cipta yang telah memenuhi persyaratan baik yang 
diumumkan maupun yang tidak diumumkan tetap akan memperoleh Hak 
Cipta. 
d. Hak Cipta merupakan hak yang telah diakui masyarakat secara umum 
(legal right). 
Konsep Hak Cipta di Indonesia adalah terjemahan dari konsep dari 
bahasa inggris copyright  yang secara harfiah artinya "hak salin". Copyright 
ada setelah penemuan mesin cetak. Butuh biaya dan tenaga yang besar untuk 
membuat salinan suatu karya sehingga kemungkinan besar yang meminta 
untuk perlindungan hukum terhadap karya cetak adalah bukan pengarang 
melainkan penerbit. 
3. Tujuan Hak Cipta 
Hak cipta mempuyai karakteristik yang berbeda dengan bidang HKI 
lainnya. Sifat khusus yang dimiliki oleh hak cipta adalah hak moral dan hak 
ekonomi. Olehnya itu, ruang lingkup hak cipta lebih luas karena melindungi 
hak ekonomi dan hak moral suatu ciptaaan. 
Adapun pendapat S. M. Stewart berikut ini yang cukup mewakili 




a. Alasan keadilan 
Pengarang merupakan pembuat atau pencipta suatu karya yang 
merupakan ekspresi kepribadiannya. Seharusnya, dia mampu memutuskan 
apakah dan bagaimanakah karyanya dipublikasikan serta mencegah 
perusakan atau kerugian karya intelektualnya. Pengarang sama halnya 
dengan pekerjaan lainnya yang diberi upah berupa royalty dan usaha. 
b. Alasan ekonomi 
Di dunia modern, investasi sangat dibutuhkan untuk membuat 
sebuah kreasi, misalnya pekerjaan arsitektur atau film. Karena kreasi, semua 
pekerjaan secara praktis bertujuan untuk menyediakannya bagi publik, 
sehingga prosesnya juga, seperti publikasi dan distribusi buku atau rekaman 
juga mahal. Investasi tidak akanada jika tidak ada harapan ganti rugi atau 
untung. 
c. Alasan budaya 
Karya yang dihasilkan oleh pencipta merupakan asset nasional. 
Olehnya itu, hadiah atau dorongan kreativitas adalah demi kepentingan 
publik sebagai suatu kontribusi terhadap pembangunan budaya nasional. 
d. Alasan Sosial 
Pencipta dalam hal ini memberikan pelayanan sosial jika ide atau 
pengalaman para pencipta dapat disebarkan ke masyarakat luas dalam 
waktu singkat, berarti mereka memberikan kontribusi terhadap kemajuan 





4. Pembatasan Hak Cipta 
Mengambil bagian yang paling khas dari sebuah karya tanpa 
mencantumkan sumbernya dengan jelas maka perbuatan itu dinilai sebagai 
pelanggaran Hak Cipta. Begitupun sebaliknya jika perbuatan tersebut 
dilakukan untuk kepentingan pendidikan atau peneletian dan sumbernya 
dicantumkan dengan jelas, maka perbuatan itu dianggap tidak melanggar Hak 
Cipta. 
Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 44 disebutkan 
bahwa  batasan-batasan menggunakan, mengambil, menggandakan 
mengubah suatu ciptaan baik sebagian maupun seluruhnya yang bukan 
merupakan pelanggaran Hak Cipta bila sumbernya dicantumkan secara 
lengkap untuk kegiatan atau kepentingan: 
1. Pendidikan, penelitian, penulisan, pendidikan, penulisan karya ilmiah, 
penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah 
dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau 
pemegang Hak Cipta; 
2. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan 
peradilan; 
3. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; 
atau 
4. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan 
ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Yang 




kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati 
manfaat ekonomi atau suatu ciptaan (Republik Indonesia, 2014). 
Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 mengizinkan bagi 
perpustakaan ataupun pusat dokumentasi untuk membuat salinan atau 
fotocopy terhadap sebuah buku dengan ketentuan yakni, hasil dari fotocopy 
tersebut hanya akan digunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan 
pembelajaran yang tidak boleh diperjual belikan. Karena banyak pengguna 
perpustakaan yang fotocopy buku untuk membuat salinan buku tersebut maka 
ada banyak perpustakaan yang memasang rambu-rambu peringatan yang 
menyatakan bahwa orang yang membuat salinan dengan cara fotocopy adalah 
orang yang bertanggung jawab dengan akibat yang akan timbul dari proses 
fotocopy buku tersebut. Jadi, hal tersebut bukanlah merupakan tanggung 
jawab dari perpustakaan tersebut(Basuki, 1993:107). 
Penggunaan suatu karya cipta tidak akan dianggap sebagai tindakan 
pelanggaran hak cipta apabila subernya dicantumkan atau disebut dengan 
jelas. Hal tersebut dilakukan hanya sebatas untuk kegitan nonkomersial 
termasuk untuk kegiatan sosial. Contohnya saja kegiatan pada lingkup ilmu 
pengetahuan dan pendidikan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan 
ketentuan yakni tidak merugikan kepentingan wajar dari pencipta karya 
tersebut. Misalnya pengambilan ciptaan untuk sebuah pertunjukan dan 
pementasan yang gratis atau tidak dikenakan biaya. Terkhusus untuk 
pengutipan karya tulis, untuk sumber ciptaannya harus dituliskan dan 




kurangnya nama pencipta karya, judul ciptaan, nama penerbitnya jika ada. 
Adapun yang dimaksud dengan kepentingan wajar ialah suatu kepentingan 
yang berdasar pada keseimbangan dalam menikmati menfaat ekonomi suatu 
karya cipta. 
Hak cipta merupakan hak mutlak bagi seorang pencipta atau pemegang 
hak cipta akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari undang-undang tidaklah 
selalu serta-merta hanya melindungi pihak pemegang hak cipta saja 
melainkan pada hakikatnya sebuah undang-undang itu dibuat untuk 
melindungi pencipta tanpa harus merugikan masyarakat dan orang lain. 
Kegiatan fotocopy yang dilakukan di perpustakaan antara satu negara 
dengan negara lain tentu berbeda. Misalnya saja di negara Belanda ada 
ketentuan yang menyatakan bahwa seseorang sah-sah saja membuat fotocopy 
artikel singkan dan bagian kecil dari suatu karya dengan cuma-Cuma. Akan 
tetapi jika praktek fotocopy tersebut dilakukan oleh perusahaan maka 
perusahaan harus bertanggung jawab dengan membayar (Basuki, 1993:108). 
Meskipun Hak Cipta adalah hak bagi pencipta akan tetapi dalam 
kehidupan sehari-hari tidak serta merta demikian. Dikarenakan pada dasarnya 
dibuatnya Undang-Undang adalah untuk memberikan perlindungan kepada 
pencipta dengan tidak merugikan masyarakat dan orang lain. 
5. Pelanggaran Hak Cipta 
Salah satu kegiatan yang dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta 




Selain itu, memasukkan ciptaan orang lain kedalam ciptaan sendiri dan 
membuat ciptaan tersebut seakan-akan adalah ciptaannya sendiri. 
Adapun bagi pihak yang melakukan pelanggaran dengan cara 
mengumumkan dan menduplikasi sebuah ciptaan tanpa sebelumnya meminta 
persetujuan pemegang Hak Cipta diancam hukuman penjara setinggi-
tingginya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya empat milyar rupiah. 
Kasus pelanggaran Hak Cipta adalah kasus yang sudah lama ada baik di 
Indonesia maupun Negara-negara lainnya.  Pelanggaran Hak Cipta ini 
umumnya akan memberi kerugian secara material terhadap pencipta. Bahkan 
lebih hak ekonomi dan hak moral pencipta akan terkikis dan menyebabkan 
turunnya motivasi untuk berkreasi.  
Menurut ketentuan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) pada tanggal 
15 Februari 1984 yang dikutip oleh (Wigawati, 2011: 2) bahwa pelanggaran 
hak cipta dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu: 
1. Mengutip sebagian karya cipta orang lain dan dimasukkan ke dalam 
ciptaan sendiri seolah-olah ciptaan sendiri atau mengakui ciptaan 
orang lain seolah-olah ciptaan sendiri. Perbuatan ini disebut 
penjiblakan atau plagiat yang dapat terjadi pada karya cipta seperti 
buku, lagu dan notasi lagu. 
2. Mengambil karya cipta orang lain untuk diperbanyak dan 
dimungkinkan sebagaimana yang aslinya tanpa mengubah bentuk 
aslinya tanpa mengubah bentuk isi, pencipta dan penerbit/perekam. 




banyankdilakukan pada karya cipta seperti buku, rekaman audio/video 
berupa kaset lagu dan gambar (VCD). 
Pembajakan karya orang lain seperti buku dan musik adalah salah satu 
contoh tindak pidana yang dilarang dalam Undang-Undang Hak Cipta. 
Sebagai pencipta karya, kekecewaan tentu akan dirasakan saat melihat pihak 
lain mengklaim karya tersebut sebagai ciptaannya. Terlebih jika mendapat 
keuntungan yang sangat besar. Maka dari itu pemegang Hak Cipta berhak 
malakukan gugatan ganti rugi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-
Undang Hak Cipta pasal 95 sampai pasal 104. 
6. Sanksi Pelanggaran Hak Cipta 
Pelanggaran hak cipta merupakan perbuatan yang bisa dipidanakan. 
Sesuai dengan UU Hak Cipta Pasal 120 “tindak pidana sebagaimana dalam 
Undang-Undang ini merupakan aduan”. Tindak pidana tersebut dapat berupa 
pidana penjara dan pidana denda, Berikut ketentuan mengenai sanksi pidana 
atas pelanggaran Hak Cipta Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014: 
Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 112 berbunyi: 
Setiap orang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana 
dimaksud pasal 7 ayat (3) dan/atau pasal 52 untuk penggunaan secara 
komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta 
rupiah). 
 
Pasal 113 ayat 1 berbunyi: 
Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak 
ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk 
penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 





Pasal 113 ayat 2 berbunyi: 
 
Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa seizin pencipta atau 
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta 
sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, hruf f 
dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
 
Pasal 113 ayat 3 berbunyi: 
 
Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa seizin pencipta atau 
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta 
sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) hrub a, huruf b, huruf e 
dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan 
pidan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
 
 Pasal 113 ayat 4 berbunyi: 
 
Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana pidana penjara 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 
 
Pasal 114 berbunyi: 
Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala 
bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan 
dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak 
pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 
 
 
C. Integrasi Keislaman 
Mengenai Hak Cipta terhadap suatu karya cipta, islam memandang Hak 
Cipta pada karya tersebut itu tetap ada pada penciptanya. Karya cipta tersebut 
tetap menjadi hak milik pribadi, karena karya cipta tersebut adalah karya yang 
halal dan berasal dari hasil kerja keras dan pemikirannya sendiri. Oleh karena 
itu, semua karya cipta memperoleh perlindungan hukum, agar jika ada seseorang 




tersebut, dapat diberikan sanksi baik berupa pidana penjara maupun pidana 
denda. 
Perbuatan menggandakan, menduplikasi, mencetak dan sebagainya 
terhadap karya cipta tanpa ada persetujuan dari pencipta adalah perbuatan 
mencuri yang dilarang dalam islam. Karena perbuatan tersebut adalah perbuatan 
tidak etis dan termasuk kasus pengambilan hak orang lain. Sebagaimana  judul 
penelitian ini yaitu tentang Undang-Undang Hak Cipta, berikut adalah dalil syarí 
yang berkaitan QS As-Syu’ara’/26/183: 
 
ُمْفِسِدينَ َوََل تَْبَخُسوا النَّاَس أَْشيَاَءهُْم َوََل تَْعثَْوا فِي اْْلَْرِض   
 
 Terjemahnya: 
“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-
haknya dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi”. 
 
Ayat di atas bermakna bahwa janganlah engkau merugikan manusia pada 
hak-haknya, yaitu janganlah kalian mengurangi harta-harta mereka. Dan 
janganlah engkau merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan, yaitu 
perampok (Abdullah, 2004:178). 
Ayat di atas menegaskan bahwa seseorang dilarang merugikan orang lain 
dengan cara  merampas, mengambil, mencuri hak orang lain yang bukan menjadi 
haknya. Ayat diatas juga menegaskan tentang larangan berbuat curang, dalam 
hal ini memperbanyak, mencetak, atau mengutip karya orang lain tanpa 
seizinnya. 
Pada ayat diatas  memberikan suatu ketegasan tentang larangan mengambil 




yang seharusnya mereka terima. Larangan dalam ayat tersebut dalam hal 
merugikan manusia pada hak-haknya itu artinya seseorang dituntut untuk tidak 
merugikan orang lain atas karya yang telah diciptakannya. Dengan kata lain 
semua orang yang sedang  melakukan fotocopy atau membuat Salinan buku 
hendaknya tidak menyalin secara keseluruhan sampai mengurangi nilai 
keasliannya karena hal tersebut akan merugikan orang yang memiliki hak atas 
karya tersebut. Sebetulnya memang tidak ada  masalah apabila kita melihat karya 
orang lain tapi harus dengan mencantumkan dan menuliskan sumbernya. 
Menggandakan karya orang lain dengan mengatasnamakan atau mengklain 
karya tersebut adalah karangan sendiri itu sama halnya dengan membuat 
kerusakan di muka bumi. Biasanya seorang melakukan tindakan plagiat, 
menggandakan, membajak karya cipta orang ini dengan mengambil karangan 
orang lain menjadikan karya tersebut sebagai hasil dari usaha pemikirannya lalu 
menggunakan karya tersebut untuk kebutuhan komersial atau unutk diperjual 
belikan.  Hal Inilah yang dimaksudkan dalam ayat “Merajalela di muka bumi 
dengan membuat kerusakan” yang mana seseorang atau kelempokdengan sangat 
bebas mengambil hak cipta orang lain. 
Ayat lain yang juga berkaitan dengan Hak Cipta yang menjelaskan 
larangan mengambil hak milik orang lain dengan cara yang curang atau dalam 
penelitian ini disebut dengan tindakan menduplikasi atau menggandakan karya 
seseorang tanpa mencantumkan sumbernya yaitu dalam QS Al-Baqarah/2/188: 
ْينَُكْم بِاْلبَاِطِل َوتُدْلُوا بَِها إِلَى اْلُحكَّاِم ِلتَأُْكلُوا فَِريقًا ِمْن أَْمَواِل وََل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَ 






“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang 
batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para 
hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang 
lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”. 
 
Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan, dari Ibn Abbas, bahwa ini berkaitan 
dengan seseorang yang memiliki tanggungan harta kekayaan tetapi tidak ada 
sanksi untuknya dalam hal ini, kemudian ia mengingkari harta itu dan 
mempersengketaannya kepada penguasa, sementara ia sendiri tahu bahwa harta 
itu bukan haknya dan menyadari bahwa ita berdosa, memakan barang haram. 
Maka janganlah kamu bersengketa sedang kamu mengetahui bahwa kamu 
zhalim (Abdullah, 2004:78). 
Makna ayat diatas adalah janganlah kamu mengambil dan ingin menguasai 
hak sesamamu. Dan janganlah kamu memberikan harta kepada hakim demi 
mendapatkan hak orang lain. Ayat tersebut juga menjelaskan larangan untuk 
orang-orang yang membuat karya cipta orang lain seakan-akan adalah karya 
mereka, karena hal itu dapat merugikan pemilik karya cipta. Sesungguhnya 
Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang mengambil hak orang lain. 
Seseorang yang berani atau dengan sengaja mengambil hak yang bukan 
haknya tentunya harus bertanggung jawab dan menerima segala risiko atas 
perbuatannya tersebut. Allah swt telah memberikan peringatan dalam QS Al-
Mudassir/74/38: 
نَْفٍس بَِما َكَسبَْت َرِهينَة  ُكلُّ    
 
Terjemahnya : 





Allah Ta’ala berfirman seraya memberitahukan bahwa bahwa tiap-tiap 
diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, yakni tergantung pada 
amalnya pada hari kiamat kelak. Demikan yang dikemukakan oleh Ibn Abbas 
dan lain-lain (Abdullah, 2004:343). 
Ayat tersebut di atas mengingatkan tentang keharusan untuk bertanggung 
jawab. Dalam ayat diatas didalamnya termasuk larangan untuk tidak melakukan 
pelanggaran Hak Cipta terhadap karya orang lain. Melakukan perbuatan 
copyright terhadap ciptaan seseorang tanpa mencantumkan sumbernya akan 
membahayakan dirinya sendiri karena perbuatan tersebut adalah dosa dan 
melanggar hukum.   
 Sedangkan dalam dalil lain  yaikni hadis Nabi yang diriwatkan oleh HR. 
Abu Dawud dan Daruquthni dijelaskan juga tentang sebuah larangan dalam hal 
mengambil hak orang yaknisebagai berikut. 
َخَطبَنَا َرُسْوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَاَل أَََل َو ََل يَِحلُّ َِلْمِرٍء ِمْن َماِل أَِخْيِه َشْيَء 
 إَِلَّ بِِطْيِب نَْفِس ِمْنهُ 
 
Artinya: 
Rasulullah SAW menyampaikan khotbah kepada kami, yang  
sabdanya yaitu: “ketahuilah, tidak halal bagi seseorang 
sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan 
hatinya”. (HR Abu Dawud, dishahihkan oleh Syaikh al Albani 
dalam Shahihul Jami’ no.7662). 
 
 Hadis Nabi di atas tentu mengingatkan kita sebagai umat islam agar 
sekiranya tidak mengambil hak orang lain dan tidak memakan harta saudar kita 




adalah termasuk  kategori muflis, yaakni orang yang bangkrut amalnya kelak di 
akhirat nanti. 
 Adanya larangan mengambil hak orang lain dalam hadis tersebut adalah 
termasuk didalamnya larangan melakukan menggandakan atau membuat Salinan 
unutk kebutuhan komersial terhadap karya seseorang. Hal itu sangat jelas bahwa 
menjiplak ataupun mencopy paste karya cipta orang lain dengan tidak 
menyebutkan sumbernya lalu kemudian di perjual belikan, maka hal itu tentu akan 
membahayakan dirinya karena ini merupakan salah satu perbuatan tercela dan 
keberkahan ilmunya akan hilang.  
 Dalam Islam juga dijelaskan aspek-aspek kehidupan bahwa hak cipta dari 
suatu karya cipta itu tetap pada penulisnya, karena siatu karya cipta itu merupakan 
hasil karya, hasil pemikiran sendiri dari kemampuan berpikir dan menulis 
sehingga itulah yang membuat karya tersebut menjadi hak milik pribadi. Dalam 
hal ini, islam sangatlah menghormati hak milik pribadi, akan tetapi hak milik 
pribadi itu bersifat sosial, dikarenan hak tersebut pada dasarnya adalah hak milik 
Allah Swt yang diamatkan kepada orang yang  memilikinya. Oleh karena itu suatu  
karya cipta pun harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, itu artinya karya cipta  
tidak boleh dirusak atau disembunyikan  karena itu juga merupakan amal saleh 
yang mana pahalanya tidak akan pernah terputus bagi penulisnya bahkan jika 
penulisnya sudah meninggal. 
Pandangan islam terhadap pelanggaran Hak Cipta tanpa persetujuan 
pencipta karya tersebut merupakan perbuatan mencuri yang tentunya dilarang 




pelaku pelanggaran hak cipta akan dipidanakan dengan pidana penjara atau 
pidana denda. Sedangkan dalam agama islam , mereka yang melakukan 








A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 
Penelitian merupakan suatu proses penyelidikan untuk memperoleh data 
(Purhantara 2010). Penelitian merupakan pemikiran kritis untuk menemukan 
kebenaran atau fakta. Penelitian adalah penyelidikan terhadap sesuatu agar 
masalah-masalah dapat dipecahkan (Sulistyaningsih, 2011:1). 
Metodologi adalah pendekatan yang dilakukan berkenaan dengan cara, 
teori dan konsep yang digunakan dalam proses analisis data yang bertujuan 
dalam penemuan, pengujian dan pengembangan ilmu pengetahuan (Arikunto, 
2003:9). 
Berdasarkan definisi diatas maka dapat dikatakan bahwa metodologi 
penelitian adalah kegiatan yang memerlukan suatu cara atau metode yang 
bersifat sistematis dan membutuhkan sebuah pendekatan dalam pengumpulan 
dan penganalisaan data yang ada guna terciptanya tujuan yang alamiah.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 
deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau 
subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan 
secara sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. 
Penelitian deskriptif mencoba mencari deskripsi yang sangat tepat dan cukup 
terhadap semua aktivitas, objek, proses, dan manusia yang ditemui pada saat 





Tujuan dari penelitian deskriptif yaitu untuk membuat gambaran secara 
sistematis, faktual dan akurat tentang suatu fakta dan sifat-sifat hubungan antar 
fenomena yang diselidiki. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode penelitian kualitatif  
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian ini bertempat di Dinas Perpustakaan Umum Kota 
Makassar, Jln. Lamadukelleng No.3 Makassaran dan penelitian ini berlangsung 
pada 11 Oktober sampai 11 November 2020. 
Sebelumnya Dinas Perpustakaan Kota Makassar merupakan bagian dari 
struktur Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan Data Kota Makassar yang 
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 11 Tahun 2005 yang merupakan 
penggabungan Kantor Arsip Kota Makassar dengan Kantor Pengolahan Data 
Elektronik Daerah Kota Makassar serta Perpustakaan dari Sub. Bagian 
Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Makassar. 
Setelah berlakunya PP No.41 tahun 2007, maka bentuk dan susunan 
organisasi Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan Data di Perdakan 
kembali dengan Perda No. 3 Tahun 2009 dengan susunan organisasi sebagai 
berikut: 
1) Kepala Kantor 
2) Kasub. Bagian Tata Usaha 
3) Seksi Arsip 
4) Seksi Perpustakaan 





6) Kelompok Jabatan Fungsional 
Berdasarkan Peraturan Perda No. 41 tahun 2007 tentang perangkat daerah 
pasal 17 ayat (3) memiliki kedudukan, tugas dan fungsi sebagai Lembaga Teknis 
Daerah sebagai unsur pendukung tugas kepala daerah untuk melakukan 
pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam hal ini di bidang arsip perpustakaan. 
Selanjutnya berdasarkan Perda Nomor : 7 Tahun 2013 tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar serta 
Peraturan Walikota Makassar No. 98 Tahun 2014 tentang uraian Tugas dan 
Fungsi maka terjadi peningkatan status kelembagaan menjadi Badan Arsip, 
Perpustakaan dan Pegolahan Data (BAPPD) Kota Makassar dengan susunan 
Organisasi sebagai berikut: 
a. Kepala Badan 
b. Sekretaris Badan 
1) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian 
2) Sub. Bagian Perlengkapan 
3) Sub. Bagaian Keuangan 
c. Bidang Arsip 
1) Sub. Bidang Pengelolaan dan Konservasi Arsip 
2) Sub. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan 
d. Bidang Perpustakaan 
1) Sub. Bidang Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka 
2) Sub. Bidang Layanan Pustaka dan Minat Baca 





1) Sub. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi 
2) Sub. Bidang Layanan Data dan Informasi 
f. Kelompok Jabatan Fungsional 
Kemudian sesuai amanah Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah maka Badan Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan 
Data Kota Makassar mengalami perubahan status dan peleburan menjadi 
Dinas Kearsipan dan Dinas Perpustakaan berdasarkan Peraturan Daerah 
(Perda) No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 
Perangkat Daerah. 
Akhirnya Dinas Perpustakaan Kota Makassar menjadi salah satu 
Organisasi perangkat Daerah (OPD) yang baru dengan tipe B dan memiliki 
tugas dan fungsi sesuai Peraturan Walikota Nomor 105 tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 
Perpustakaan dengan susunan organisasi sebagai berikut: 
1) Dinas yang dipimpin Kepala Dinas 
Dinas Perpustakaan mempunyai tugas membantu walikota 
melaksanakan urusan Pemerintah bidang perpustakaan yang menjadi 
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah. 
2) Sekretariat yang dipimpin Sekretaris Dinas 
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan 
tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit 
organisasi di lingkungan Dinas Sekretariat terdiri dari 2 seksi, yakni: 





b) Sub bagian Umum dan Kepegawaian 
3) Bidang Pengembangan Koleksi dan Perawatan Bahan Perpustakaan 
Bidang Pengembangan Koleksi dan Perawatan Bahan Perpustakaan 
mempunyai tugas melaksanakan pengembangan koleksi, pengolahan dan 
perawatan bahan perpustakaan. Bidang Pengembangan Koleksi dan 
Perawatan Koleksi dan Perawatan Bahan Perpustakaan terdiri dari 2 seksi, 
yakni: 
a) Seksi Pengembangan Koleksi 
b) Seksi Pengolahan dan Perawatan Bahan Pustaka 
4) Bidang Layanan, Alih Media dan Teknologi Informasi Perpustakaan 
Bidang Layanan, Alih Media dan Teknologi Informasi Perpustakaan 
mempunyai tugas melaksanakan layanan kerjasama perpustakaan dan alih 
media serta pengembangan teknologi informasi perpustakaan. Bidang 
Layanan, Alih Media dan Teknologi Informasi Perpustakaan terdiri dari 2 
seksi, yakni: 
a) Seksi Layanan dan Kerjasama Perpustakaan 
b) Seksi Alih Media dan Kerjasama Perpustakaan 
5) Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran 
Membaca 
Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran 
Membaca mempunyai tugas melaksanakan pengembangan perpustakaan 





Perpustakaan dan Pembudayaan kegemaran membaca terdiri dari 2 seksi, 
yakni: 
a) Seksi Pengembangan Perpustakaan 
b) Seksi Pembudayaan Kegemaran Membaca 
6) Kelompok Jabatan Fungsional 
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan 
kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikoordinasikan oleh 
seorang tenaga fungsional senior. 
7) Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
Sejak lahirnya UU No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, maka 
Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Perpustakaan terus berupaya 
mensosialisasikan budaya membaca ditengah-tengah mesyarakat dengan 
mengoptimalisasi layanan perpustakaan umum, perpustakaan kecamatan, 
kelurahan dan kepulauan, perpustakaan keliling dan kegiatan minat baca 
setiap tahunnya yang disambut apresiasi luar biasa oleh masyarakat. 
Menumbuhkaan budaya gemar membaca dan gemar berkunjung ke 
perpustakaan selain sebagai urusan wajib berdasarkan UU No. 43 tahun 
2007 tentang perpustakaan pasal 8 ayat (a) dan Peraturan Pemerintah No. 
38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, 
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, juga 





Makassar Gemar Membaca yang dicanangkan oleh Walikota Makassar 
sejak 5 juni 2005. 
 Visi dan Misi Dinas Perpustakaan Umum Kota Makassar: 
a. Visi  
Terwujudnya masyarakat cerdas melalui gemar membaca dengan 
memberdayakan perpustakaan. 
b. Misi 
Misi adalah rumusan umummengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan serta diwujudkan agar dapat terlaksana dan berhasil 
dengan baik sesuai dengan apa yang ditetapkan. Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi serta dilandasi oleh misi Dinas Perpustakaan Umum Kota 
Makassar tahun 2014-2019, sebagai berikut: 
1. Mewujudkan koleksi literatur yang lengkap dan mutakhir 
2. Mengembangkan diverifikasi layanan perpustakaan berbasis 
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 
3. Mengembangkan perpustakaan yang menjangkau masyarakat 
luas 
4. Mewujudkan tenaga perpustakaan yang kompeten dan 
professional 
5. Melaksanakan sosialisasi/ promosi/ pemasyarakatan gemar 




















Gambar  1 Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan Umum Kota Makassar 
8) SDM Dinas Perpustakaan Kota Makassar 
a. Jumlah Pegawai Keseluruhan   :50orang 
b. PNS Struktural (Kepala Dinas)  :1 orang 
c. PNS Struktural (Kepala Bidang/Sekretariat) : 4 orang 
d. PNS Struktural (Kepala Sub.bidang/Seksi) : 7 orang 
e. PNS Pustakawan  :6 orang 
f. PNS   :9  orang 
g. Tenaga Kontrak  :19  orang 
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9) Jenis Perpustakaan yang dibina 
 Sesuai amanah UU No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan maka 
jumlah dan jenis perpustakaan yang dibina oleh Dinas Perpustakaan 
Kota Makassar : 
a. Jumlah Perpustakaan Umum, meliputi : 
1. Dinas Perpustakaan Umum Kota Makassar  
2. Perpustakaan Kecamatan  
3. Perpustakaan Kelurahan  
4. Perpustakaan Kepulauan  
5. Perpustakaan Komunitas  
b. Perpustakaan Sekolah, meliputi : 
1. Perpustakaan TK/ KB   
2. Perpustakaan SD/MI  
3. Perpustakaan SMP/ MTs   
c. Perpustakaan Khusus, meliputi 
1. Perpustakaan Balaikota Makassar   
2. Perpustakaan SKPD  
3. Perpustakaan RS dan Puskesmas 
10) Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan Kota Makassar 
 Dinas Perpustakaan Kota Makassar memiliki 3 program dan 30 
Kegiatan, yakni : 





Program dengan indikator kinerja peningkatan jumlah koleksi 
perpustakaan dilaksanakan oleh  Bidang Pengembangan 
Koleksi dan Perawatan Bahan Perpustakaan. Kegiatanya ada 5, 
yakni : 
1. Pengadaan Bahan Pustaka untuk Perpustakaan Umum, 
Perpustakaan Khusus, dan Perpustakaan Keliling 
2. Pengumpulan Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah 
3. Penerbitan dan Pencetakan Buku Karya Lokal 
4. Penyusunan/ Pencetakan Daftar Tambahan Koleksi dan 
Pengadaan Bahan Perpustakaan 
5. Pemeliharaan/ Pelestarian Bahan Perpustakaan 
b. Program Layanan Perpustakaan 
Program dengan indikator kinerja peningkatan jumlah pengunjung 
perpustakaan dilaksanakan oleh Bidang Layanan, Alih Media dan 
Teknologi Informasi Perpustakaan. Kegiatannya ada 10, yakni : 
1. Layanan Perpustakaan Keliling 
2. Bursa Buku Murah 
3. Bedah Buku Terbitan Daerah Kota Makassar 
4. Pameran Perpustakaan dan Expo Buku 
5. Pengelolaan dan Penginputan Koleksi Perpustakaan 
6. Pengelolaan E-Library / Website Perpustakaan 
7. Pengelolaan Kartu Perpustakaan 





9. Workshop Mendongeng 
10. Workshop Pelayanan Perpustakaan 
c. Program Pemgembangan Perpustakaan dan Budaya Baca 
Program dengan indikator kinerja peningkatan jumlah 
perpustakaan yang telah dibina dan peningkatan indeks Budaya 
Baca dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Perpustakaan dan 
Pembudayaan Kegemaran Membaca. Kegiatannya ada 15, yakni : 
1. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan 
2. Pembinaan Perpustakaan Sekolah 
3. Bimtek Pengelolaan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan 
4. Lomba Bercerita 
5. Lomba Kreatifitas Anak 
6. Lomba Resensi Buku 
7. Lomba Mendongeng 
8. Lomba Karya Ilmiah Remaja (KIR) 
9. Publikasi Minat Baca dan Budaya Baca melalui Media 
Elektronik 
10. Kegiatan Pemilihan Duta Baca Pelajar 
11. Kegiatan Survey Budaya Baca di Kota Makassar 
12. Pelatihan Ibu Relawan Baca 
13. Roadshow Duta Baca Pelajar 
14. Pelatihan Penulisan Literasi : Karya Ilmiah Remaja untuk 





15. Pelatihan Penulisan Literasi : Resensi Buku untuk SMP/ MTs 
11)  Layanan Dinas Perpustakaan Umum Kota Makassar 
Dinas Perpustakaan Kota Makassar mempunyai tugas 
menyelenggarakan Layanan Dinas Perpustakaan Umum Kota 
Makassar. Sampai saat ini status Gedung 3 lantai Layanan Dinas 
Perpustakaan Umum Kota Makassar masih bekerjasama dengan 
Yayasan yang beralamat di Jl. Lamadukelleng No. 3 Kota Makassar 
dengan : 
a. Jumlah Koleksi  :21.031 judul, 86.744 exemplar 
b. Anggota Perpustakaan (aktif) : 2.150 orang 
c. Jumlah Pengunjung :11.958atau 997 per bulan 
d. Jam Buka 5 hari kerja, Senin-Jum’at, pukul 08.00 – 16.00 Wita 
e. Layanan yang tersedia di Dinas Perpustakaan Umum Kota 
Makassar,yakni 
1. Layanan Sirkulasi (peminjaman dan pengembalian Buku) 
2. Layanan Referensi 
3. Layanan Perpustakaan Keliling (layanan ekstensi) 
4. Layanan Internet (WiFi) 
5. Layanan Keanggotaan Perpustakaan (Gratis) 
6. Layanan Wisata Buku SERU (Senang Berburu Buku) 
12) Program Inovasi Dinas Perpustakaan Kota Makassar 






a. Dongkel with Mobile Library 
  Dongkel with Mobile Library atau Dongeng Keliling 
Bersama Perpustakaan Keliling merupakan program yang 
dirancang sebagai daya tarik perpustakaan keliling khususnya 
kepada anak-anak untuk gemar membaca. Selain itu layanan ini 
sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang berprofesi sebagai 
pendongeng atau yang hobi dengan mendongeng. Program ini 
menjadi salah satu usaha mendekatkan perpustakaan kepada 
masyarakat dalam meningkatkan kegemaran membaca. 
 Inovasi ini telah mendapatkan penghargaan 99 TOP Inovasi 
Layanan Publik Tahun 2017 dari Kemenpan-RB. Nama Dongkel 
ternyata lebih booming dikenal masyarakat dibanding nama 
inovasinya dan program ini telah menjadi destinasi kunjungan 
kerja beberapa anggota DPRD, Dinas Perpustakaan Provinsi dan 
Kabupaten/ Kota serta Peserta Diklat PIM dari berbagai daerah di 
Indonesia bahkan beberapa daerah sudah mereplikasinya. Tahun 
2017 dan 2018, Dongkel juga menjadi salah satu inovasi yang ikut 
mengantarkan Kota Makassar memperoleh juara III dan II dalam 
kompetisi IGA yang diselenggarakan oleh Kemendagri. Tahun 
2019 ini, Dongkel juga ikut menjadi salah satu inovasi untuk 
mendukung penilaian PPD yang diselenggarakan Bappenas. 





 Kartu Perpustakaan Bisa PeDe (Peminjaman Buku Dimana 
Saja plus Diskon diberbagai Merchant) adalah sebuah terobosan 
layanan keanggotaan perpustakaan yang dikeluarkan oleh Dinas 
Perpustakaan Kota Makassar untuk memperluas 
aksespemanfaatan layanan perpustakaan di seluruh perpustakaan 
yang ada di Kota Makassar baik manual maupun digital dengan e-
pustaka kota makassar dan sebagai kartu Diskon pembelian buku 
di Toko Buku, Penerbit, dan Lembaga Bimbingan Belajar.  
 Kartu Perpustakaan Bisa PeDe disediakan Gratis untuk 
seluruh masyarakat di Kota Makassar. Kehadiran program ini 
diharapkan dapat mendorong kegemaran membaca dan daya beli 
buku masyarakat di Kota Makassar. Inovasi kartu Perpustakaan 
Bisa PeDe tahun 2018 mendapatkan penghargaan Top 20 Inovasi 
Layanan Publik Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. 
c. Sentuh Pustaka 
 Sentuh Pustaka adalah program kolaborasi yang digagas 
bersama antara Dinas Perpustakaan, Mitra/ Penerbit, Kelompok 
Kerja Pustakawan/ Penggiat Literasi dan Sekolah untuk 
memberdayakan peran Perpustakaan Sekolah sebagai peletak 
dasar pembudayaan kegemaran sejak dini. Melalui program ini 
semua perpustakaan sekolah di Kota Makassar secara bertahap 
akan terkelola dengan baik sesuai standar perpustakaan dan 





kegemaran membaca siswa dan menjadi  sumber belajar  bagi 
warga sekolah. 
d. Layanan Kusuka 
 Layanan Kusuka atau Kelas Khusus Pemustaka adalah kelas 
mandiri yang disediakan oleh Dinas Perpustakaan Kota Makassar 
melalui bidang layanan dan TI bekerja sama dengan pegiat literasi 
Kota Makassar sebagai mentor/ fasilitator. Kelas Kusuka Sebagai 
upaya mewujudkan peran Perpustakaan Umum tempat belajar 
sepanjang hayat, menjalankan salah satu fungsi Perpustakaan 
yakni fungsi pendidikan dan sekaligus menjadikan Perpustakaan 
sebagai inklusi sosial untuk kemandirian masyarakat. Layanan 
Kusuka tahun 2019 mendapat apresiasi sebagai 10 terbaik 
nasional dalam lomba banner layanan inklusi sosial yang 
diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional RI. 
e. Magang Mandiri (MaRi) 
 (MARI) MAgang mandiRI merupakan program Inovasi 
Dinas Perpustakaan Kota Makassar yang memberikan wadah bagi 
para alumni jurusan ilmu perpustakaan untuk ikut mengabdi dan 
sekaligus memperoleh pengalaman di perpustakaan.Dinas 
Perpustakaan Kota Makassar membuka kesempatan bagi yang 
berminat mengikuti magang ini. Diutamakan alumni jurusan ilmu 
perpustakaan, ilmu komunikasi dan bahasa Inggris. Peserta belum 





 Mereka akan memperkuat pekerjaan Tenaga Perpustakaan 
khususnya pada bagian layanan di Dinas Perpustakaan Umum 
Kota Makassar dengan konsep layanan yang lebih ramah dan 
bersahabat. Selain itu mereka berkesempatan untuk disalurkan ke 
beberapa jenis Perpustakaan yang membutuhkan. 
C. Data dan Sumber Data 
Data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh dari 
lokasi penelitian (Bungin 2011). Adapun data dalam penelitian ini adalah hasil 
dari proses observasi, wawancara dan dokumentasi di Dinas Perpustakaan 
Umum Kota Makassar.  
Sumber  data yaitu diperoleh  langsung dan secara lisan atau dengan cara 
melakukan  wawancara  langsung kepada subjek penelitian  yang akan dijadikan 
sebagai dasar pembahasan. Sumber data utama tersebut dicatat menggunakan  
catatan  dan  juga menggunakan alat rekam serta alat dokumentasi. 
Adapun sumber data penelitian adalah penanggung jawab perpustakaan, 
pustakawandan beberapa dokumen yang relevan.  
Berikutn Sumber data yang peneliti digunakan di penelitian ini yaitu 
sebagai berikut: 
1. Data Primer  
Data primer yaitu sumber data yang peneliti kumpulkan dan olah 
sendiri langsung dengan obyeknya (Santoso & Tjoptono, 2001:59). Atau 
dengan kata lain data primer merupakan data yang langsung diperoleh 





responden.Informan adalah orang-orang yang menjadi sumber data yang 
berkaitan dengan penelitian. Adapun informan pada penelitian ini adalah 
Kepala Bidang Pengembangan Koleksi dan Perawatan Bahan Pustaka dan 
Pustakawan.  
Tabel 1 Daftar Informan di Dinas Perpustakaan Umum Kota Makassar 
Informan Jabatan 
Abdul Jalil, SE., MM. 
Kabid Pengembangan Koleksi dan 
Perawatan bahan Pustaka 
Tulus Wulan Juni, S.Sos Pustakawan 
Hartina Nanrang, S.E Pustakawan 
Sumarni Pustakawan 
 
2. Data Sekunder  
Data sekunder yaitu sumber data yang melalui media perantara atau 
data yang didapatkan peneliti secara tidak langsung. Adapun data sekunder 
dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, arsip-arsip, foto-foto, observasi, 
serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan 
penelitian(Moeloeng 2002). 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam sebuah penelitian, peneliti tentu harus memperhatikan Teknik 
pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini harus sesuai dengan 
kemampuan dan kebutuhan peneliti. Olehnya itu peneliti dapat menentukan 





Prosedur  pengumpulan data yang dilaksanakan oleh penulis untuk lebih 
akurat dapat dilaksanakan melalui beberapa tahap. Adapun tahap-tahap 
tersebut yang dimaksud ialah : 
1. Tahap Persiapan 
Pada tahap persiapan, peneliti mempersiapkan draft penelitian, 
instrumen penelitian dan administrasi penelitian  yaknni  pengaduan  surat  
izin penelitian dan instrumen yang terkaitsebelum peneliti terjun langsung 
ke lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi,. 
2. Tahap Pengumpulan Data 
Dalam pengumpulan data langkah yang ditempuh penulismadalah 
penelitian lapangan (Field Research) yaitu suatu penelitian dengan 
mengumpulkan data secara langsung oleh penulis dengan mengunjungi 
tempat penelitian secara langsung dengan  menggunakan metode sebagai 
berikut: 
a. Observasi yaitu suatu kegiatan mendasar dengan mengamati 
fenomena yang  ada  lalu  mendokumentasikan  kegiatan tersebut 
dengan foto. 
b. Wawancara  yaitu pengumpulan informasi dengan mengajukan 
sejumlah pertanyaan-pertanyaan  secara lisan untuk dijawab secara 
lisan pula. 
c. Dokumentasi  adalah  metode  pengumpulan data dengan jalan 
meneliti dan menulis dokumen-dokumen yang ada dilokasi. 





Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian lapangan  terlebih  
dahulu  diolah kemudian dibahas dalam penelitian ini.  
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian merupakan alat pendukung penelitian yang 
digunakan oleh peneliti ketika sedang mengumpulkan data agar pekerjaannya 
lebih mudah sehingga data yang diperoleh menjadi lebih mudah untuk diolah 
(Suharsimi, 2014:201). 
Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen adalah pedoman wawancara 
dan pengetahuan penulis sendiri. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Analisis data merupakan proses yang sistematis untuk meningkatkan 
pemahaman mengenai materi yang telah dikumpulkan sebelumnya melalui 
proses wawancara, catatan lapangan maupun materi-materi lainnya (Ezmir, 
2010:85). 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif. 
Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang 
berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah 
manusia (Iskandar, 2009:11).  
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan 
penafsiran terkait masalah penelitian, kemudian akan diinterpretasikan berupa 
gambaran atau pandangan peneliti berdasarkan pemahaman terhadap apa yang 
ada di lapangan. Dengan menggunakan metode kualitatif, penulis akan 





dapat menjadi lebih, rinci dan bermakna. Melakukan penarikan kesimpulan baik 
dari pertanyaan yang umum maupun petanyaan yang bersifat khusus melalui 
penalaran. 
1. Reduksi Data (Data Reduction) 
Pada tahap ini peneliti melakukan proses penyeleksian, pemfokusan, 
penyederhanaan dan pengabstraksian data dari field note. Mereduksi data 
berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dicari tema dan polanya. 
Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 
gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti dalam melakukan 
pengumpulan data selanjutnya(Sugiyono, 2013:247). 
2. Penyajian Data (Data Display) 
Ini merupakan langkah kedua dalam pengumpulan data. Setelah 
proses reduksi, data tersebut selanjutnya akan disajikan berbentuk uraian 
singkat berupa teks. Penyajian data dalam penelitian ini bertujuan untuk 
mengkomunikasikan hal-hal menarik dari masalah yang diteliti. Dengan 
begitu, rencana kerja selanjutnya akan lebih mudah karena data-data yang 
disajikan juga mudah dipahami.  
Untuk penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam 
bentuk grafik, tabel, pictogram, phie chard dan sejenisnya (Sugiyono, 2013: 
249). 





Setelah data di display, maka tahap selanjutnya adalah penarikan 
kesimpulan. Pada langkah ini, akan dilkukan analisis secara kritis sesuai 
dengan fakta yang ditemukan pada saat di lapangan.  
Dalam penelitian kualitatif  kesimpulan mungkin akan menjawab 
rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga 
tidak terjawab, karena masalah dalam rumusan masalah pada penelitian 
kualitatif sifatnya masih sementara dan akan berkembang jika telah berada 
di lapangan (Sugiyono, 2012: 252). 
Kesimpulan ini harus dikemukakan dengan jelas dan rinci karena ini 











HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Penelitian ini dilakukan oleh peneliti berdasarkan observasi, wawancara 
dan dokumentasi dalam proses pengumpulan data, setelah selesai pada tahap 
pengumpulan data selanjutnya peneliti melanjutkan penelitianke tahap 
pengolahandata dengan melakukan analisis data secara deskriptif tentang 
penerapan undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 . 
A. Kebijakan Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang 
Hak Cipta di Dinas Perpustakaan Umum Kota Makassar 
Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti telah lakukan dengan 
mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan dalam hal ini Pustakawan di 
Dinas Perpustakaan Umum Kota Makassar mengenai kebijakan penerapan 
undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014. di Dinas Perpustakaan Umum 
Kota Makassar sudah menerapkan undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 
2014 sejak tahun 2016. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan akan 
memunculkan adanya kebijakan terkait dengan hak cipta. Untuk lebih jelasnya 
peneliti melakukan wawancara kepada informan tentang kebijakan penerapan 
undang-undang hak cipta diDinas Perpustakaan Umum Kota Makassar. 
Menurut Tulus WulanJuni sebagai pustakawan madya Dinas Perpustakaan 
Umum Kota Makassar bahwa kebijakan penerapan undang-undang hak cipta 
nomor 28 tahun 2014 ini diterapkan sejak berdirinya Dinas Perpustakaan Umum 





dikeluarkan itu pustakawan tidak boleh serta merta melakukan penggandaan 
atau pembuatan salinan terhadap suatu koleksi dalam memenuhi  kebutuhan 
informasi pemustaka. Selain itu, untuk pemustaka kebijakan yang dikeluarkan 
adalah larangan untuk menggandakan dengan cara fotocopy dengan maksud 
akan digunakan untuk kebutuhan komersial. Hal ini sangat penting untuk 
diterapkan agar tidak terjadi tindakan pelanggaran hak cipta seperti pembajakan, 
atau bahkan pengakuan dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Adapun 
terkait dengan sanksi terhadap pelaku pelanggaran hak cipta, Dinas 
Perpustakaan Umum Kota Makassar tidak mengeluarkan sanksi karena 
perpustakaan berperan untuk mencegah dan sebagai penegak hak cipta. 
Berkenaan dengan sanksi untuk pelaku pelanggaran hak cipta, dalam undang-
undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 dijelaskan bahwa tindakan pelanggaran 
hak cipta akan diberikan sanksi pidana denda dan penjara. Dengan begitu, 
tindakan pelanggaran hak cipta akan berkurang. Berikut pernyataan yang 
diberikan olehTulus Wulan Juni: 
“Iya, betul, kebijakan penerapan undang-undang hak cipta di 
perpustakaan umum itu sejak tahun 2016. Pertama ya kita dari kesadaran, 
karena regulasinya yang mengatur makanya  pimpinan juga hati-hati. 
Selama ini informasi yang ada di perpustakaan itu pada prinsipnya bisa 
terbuka, tetapi kalau ada pemustaka yang meminjam dan seterusnya kita 
juga harus hati-hati nanti dia alih mediakan dalam bentuk lain karena 
kalau mengalihmediakan kan kena hak cipta. Semua koleksi kan 
dilindungi oleh undang-undang hak cipta kalau kita buka sampulnya itu 
buku ada tertulis disitu. terus kebijakannya itu kami dari 
perpustakaanmelayankan sesuai kaidah tidak serta merta 
menggandakan,mengalih mediakan atau scan buku-buku tanpa ada izin 
dari pihak penulis. Jadi salah satu untuk mengurangi pelanggaran hak 
cipta itu. Kita harus hargai itu hasil pemikiran atau hasil karya 
intelektual manusia. Kalo kebijakan untuk pemustaka atau pembaca kita 
larang untuk mengcopy keseluruhan. Jadi walaupun Dinas Perpustakaan 





bisa fotocopy. Dia bisa fotocopy kalau dia jelaskan maksudnya untuk 
apa begitu”. (Tulus Wulan Juni, 11Oktober 2020) 
 
Sependapat dengan Tulus Wulan Juni, Hartina Nanrang juga mengatakan 
bahwa ada kebijakan penerapan undang- undang hak ciptadi Dinas 
Perpustakaan Umum Kota Makassar. Hartina Nanrang juga menambahkan 
bahwa kebijakan yang dikeluarkan Dinas Perpustakaan Umum Kota Makassar 
tentang hak cipta yaitu dengan tidak menggandakan karya cipta orang lain 
secara sembarangan, karena sebagai bentuk penghargaan kepada penulis yang 
telah menciptakan suatu karya. Jadi dalam hal pembuatan salinan buku tidak 
bisa dilakukan seenaknya tanpa izin dari pihak penulis. Menurutnya sebagai 
pihak pengelola perpustakaan harus menyadari betapa pentingnya penerapan 
undang-undang hak cipta yang mana undang-undang tersebut berperan untuk 
melindungi, melegalisasi baik personal maupun kelompok yang mempunyai 
karya dalam hal ini yang ada di Dinas Perpustakaan Umum Kota Makassar. 
Berikut pernyataan dari Hartina Nanrang: 
“Iya, Setahu saya ada kebijakan. Kalau kita di perpustakaan itu tidak 
boleh menggandakan sembarangan untuk menghargai penulis sama 
karena ada undang-undang hak cipta ini kan. Jadi, kita tidak seenaknya 
membuat salinan dari hasil karya orang lain. Undang-undang hak cipta 
kan sebenarnya itu untuk melegalisasi dan melindungi suatu karya cipta 
yang dimiliki oleh seseorang ataupun kelompok”. (Hartina Nanrang, 
11Oktober 2020) 
 
Sementara itu, Sumarni juga mengungkapkan bahwa kebijakan yang 
muncul terkait dengan penerapan undang-undang hak cipta di Dinas 
Perpustakaan Umum Kota Makassar adalah larangan bagi pustakawan 
membuat salinan buku tanpa ada izin dari pengarang atau pemilik hak cipta. 





kaidah yang telah diatur dalam undang-undang hak cipta. Semua koleksi di 
perpustakaan memiliki hak cipta, contohnya saja pada saat kita membuka 
sampul dari sebuah buku terdapat sebuah kolom peringatan bahwa buku 
tersebut dilindungi oleh hak cipta. Berikut pernyataan dari Sumarni: 
“Iya, kalo hak cipta itu tidak bisa kita langsung menggandakan begitu 
buku tanpa haruski melalui itu izin pengarang. Dan itu juga sudah ada 
aturannya di undang-undang yang dterapkan jadi tidak boleh 
sembarangan. Jadi koleksi semacam referensi, undang-undang sama 
karya-karya lokal itu tidak bisa disalin sembarangan. Coba kita buka 
buku ada itu disitu kolom peringatan kalo itu buku dilindungi sama 
undang-undang hak cipta jadi harus hati-hati memang”.(Sumarni, 11 
Oktober 2020) 
 
Jawaban para informan di atas didukung oleh pernyataan dari Kepala 
Bidang Pengembangan Koleksi dan Perawatan Bahan Pustaka. Abdul Jalil 
menyatakan bahwa memang ada kebijakan terkait Undang-undang hak cipta, 
undang-undangsangat penting untuk diterapkan tersebut karena kalau kita 
mengelolah koleksi di perpustakaan semua tenaga perpustakaan harus 
mengetahui Undang-Undang tentang Hak Cipta ini secara jelas bagaimana 
aturan-aturannyaagar setiap karya yang dihasilkan oleh penulis itu bisa aman 
dan terhindar dari pembajakan. Selain itu Abdul Jalil juga menambahkan 
bahwa bukan hanya tenaga perpustakaan yang harus mengetahui aturan-
aturannya pemustaka pun demikian.Dalam hal ini pihak perpustakaan diberi 
kewenangan untuk menangani penerapan undang-undang karena orang-orang 
perpustakaan lebih menguasai literasi dan juga lebih berpengalaman akan hal 
hak cipta buku. Adapun kebijakan yang muncul dari  Dinas Perpustakaan 
Umum Kota Makassar terkait dengan penerapan Undang-Undang Hak Cipta 





perpustakaan untuk melaksanakan tugas dengan tetap berpedoman kepada 
aturan-aturan yang tertuang dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 
2014. Berikut pernyataan dari Abdul Jalil: 
“kebijakan  yang muncul dari pihak perpustakaan terkait penerapan 
Undang-undang Hak Cipta adalah menghimbau kepada seluruh 
pemangku kepentingan atau tenaga perpustakaan untuk melaksanakan 
tugas dengan tetap berpedoman kepada aturan-aturan yang tertuang 
dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014. Untuk 
pemustaka, jika ingin membuat Salinan dengan cara fotocopy itu 
diperbolehkan karena itu bukan termasuk pelanggaran hak cipta karena 
yang termasuk pelanggaran hak cipta adalah Ketika seseorang 
mengambil kemudian menjualnya, tetapi jika di fotocopy selama itu 
masih kepentingan penelitian atau pengajaran maka itu sah-sah saja. 
Tapi tetap saja kalua mau memfotocopy tetap kita batasi jumlahnya 
maksimum sampai sekian lembar, tujuannya agar menjaga keaslian 
suatu karya cipta dan mengindari Tindakan plagiarisme yang dilakukan 
oleh seseorang. Mengenai aturan tertulis terkait dengan penerapan 
undang-undang hak cipta itu belum ada karena kita menunggu kalua 
sudah ada perwali atau perda tentang perpustakaan”. (Abdul Jalil, 11 
Oktober 2020)  
 
Berdasarkan jawaban dari informan di atas maka dapat disimpulkan 
bahwa kebijakan yang muncul terkait dengan penerapan Undang-undang 
nomor 28 tahun 2014 tentanghak cipta di Dinas Perpustakaan Umum Kota 
Makassar yaitu dengan adanya larangan kepada para pustakawan untuk tidak 
serta merta membuat salinan terhadap suatu koleksi di lingkup perpustakaan 
tanpa sebelumnya ada izin dari pihak penulis atau pengarang. Selain itu, para 
pustakawan juga diminta untuk tetap mengikuti kaidah yang telah diatur sesuai 
dengan Undang-undang hak cipta yang telah diterapkan pada saat membuat 
salinan atau mengalih mediakan  suatu koleksi untuk mencegah terjadinya 
tindakan pelanggaran hak cipta di lingkup perpustakaan. Sementara itu, 





fotocopy terhadap koleksi jika untuk keperluan komersial. Praktek fotocopy 
hanya diperbolehkan sebagaimana dijelaskan pada ketentuan hukum dalam 
Undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 yaitujika untuk keperluan 
Pendidikan, penelitian, penulisan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, 
penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan 
kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang Hak Cipta. Keamanan 
serta penyelenggaraan  pemerintahan, legislatif, dan peradilan, Ceramah yang 
hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan atau Pertunjukan atau 
pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan 
kepentingan yang wajar dari pencipta. Yang dimaksud dengan kepentingan 
wajar dari pencipta adalahsuatu kepentingan yang didasarkan pada 
keseimbangan dalammenikmati manfaat ekonomi atau suatu ciptaan. 
B. Bentuk-Bentuk Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta di Dinas Perpustakaan Umum Kota Makassar 
Kasus pembajakan  karya cipta sudah sangat marak saat ini terutama pada 
karya cetak yakni buku. Undang-undang yang mengatur mengenai hak cipta pun 
sudah  diterapkan untuk melindungi karya cipta seseorang yang dilayankan di 
perpustakaan. Salah satu perpustakaan yang telah menerapkan peraturan 
perundang-undangan tentang hak cipta tersebut adalah  Dinas Perpustakaan 
Umum Kota Makassar. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penerapan undang-
undang tersebut peneliti akan membahas beberapa jawaban berdasarkan  hasil 





terkait dengan bagaimana bentuk-bentuk penerapan yang  dilakukan Dinas 
Perpustakaan Umum Kota Makassar dalam melindungi hak cipta. 
Menurut Tulus Wulan Juni, bentuk-bentuk penerapan yang dilakukan 
perpustakaan dalam melindungi hak cipta sudah dilakukan akan tetapi hanya 
sebatas imbauan kepada pustakawan dan pemustaka.Ia juga menambahkan 
bahwa sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan dalam penerapan undang-
undang hak cipta seperti membuat rambu-rambu plagiasi. Akan tetapi hal 
tersebut belum pernah dianggarkan karena terkendala dana. Jadi, Tulus Wulan 
Juni hanya menyatakan bahwa sejauh ini penerapan undang-undang hak cipta 
hanya sebatas imbaun kepada tenaga perpustakaan untuk berhati-hati dalam 
melaksanakan tugas terutama dalam mengelola buku. Berikut pernyataan Tulus 
Wulan Juni: 
“sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan dalam penerapan 
undang-undang hak cipta ini, misalnya membuat rambu-rambu plagiasi. 
Akan tetapi, belum pernah di anggarkan itu, kita terkendala di dana juga. 
Jadi selama ini, pada penerapannya kita hanya memberikan imbauan 
saja baik kepada pustakawan, staf perpustakaan dan pemustaka agar 
sekiranya berhati-hati  pada saat membuat salinan buku, meminjam, 
ataupun hal lainnya yang dapat berupa pelanggaran hak cipta. Kalo 
ditanya persoalan diterapkan atau tidaknya jawabannya iya sudah 
diterapkan tapi belum ada bentuk penerapan  lebih lanjut hanya sebatas 
imbauan saja karena itu tadi kita terkendala pada dana”.(Tulus Wulan 
Juni, 11 Oktober 2020). 
 
Selanjutnya, Hartina Nanrang mengatakan bahwa ia tidak tahu jelas 
bagaimana bentuk penerapan  undang- undang hak cipta di Dinas Perpustakaan 
Umum Kota Makassar. Hartina Nanrang juga menambahkan bahwakami selama 





Untuk masalah bentuk penerapan yang lainnyaHartina Nanrang mengaku tidak 
mengetahuinya Berikut pernyataan dari Hartina Nanrang: 
“untuk bentuk-bentuk penerapannya saya kurang tahu juga ya dek 
selama ini yang saya tahu itu kita di imbau untuk tidak sembarangan 
dalam mengelola koleksi perpustakaan jadi untuk lebih jelasnya adek 
bisa tanyakAn kepada Bapak Tulus Wulan Juni”. (Hartina Nanrang, 11 
Oktober 2020). 
 
Sementara itu, Sumarni juga mengungkapkan bahwa sebenarnya 
pernyataan yang dikemukakan oleh Tulus Wulan Juni itu telah cukup 
mewakilkan pemahamannya. Ia juga menambahkan bahwa kedepannya harus 
dilakukan sosialisasi lagi kepada pemustaka agar suatu karya cipta 
diperpustakaan itu bisa terlindungi Berikut pernyataan dari Sumarni: 
“sebenarnya dek apa yang disampaikan Pak Tulus itu sudah cukup 
mewakili pemahaman kami yah, tapi untuk bentuk-bentuk penerapan 
undang-undang hak cipta di perpustakaan sih saya berharap bisa 
dilakukan sosialisasi lagi kepada pemustaka agar bisa lebih mengetahui 
dan memahami aturannya”.(Sumarni, 11 Oktober 2020) 
 
Sedikit berbeda dengan jawaban para informan diatas, Kepala Bidang 
Pengembangan Koleksi dan Bahan Pustaka dalam hal ini Abdul Jalil 
menambahkan bahwa bentuk-bentuk penerapan undag-undang hak cipta yang 
dilakukan yaitu pertama mengedukasi pemustaka mengenai aturan-aturan yang 
di Undang-Undang Hak Cipta. Kedua, sosialisasi kepada masyarakat dan 
pemustaka yang berkunjung baik yang hanya dating membaca ataupun 
meminjam buku. Selain itu Abdul Jalil menambahkan bahwa. Berikut 
pernyataan dari Abdul Jalil: 
“sudah ada beberapa yang dilakukan yah, diantaranya yaitu mengedukasi 
pemustaka, melakukan sosialisasi, pernah juga menekankan penulis 
untuk daftarkan hak cipta karyanya biasanya kita lakukan ini kalo lagi 





tenaga perpustakaan tetap kita imbau untuk berhati-hati untuk tidak 
sembarangan dalam mencopy dan menggandakan buku ”. (Abdul Jalil, 
11Oktober 2020) 
 
Berdasarkan jawaban para informan diatas dapat disimpulkan bahwa 
bentuk-bentuk penerapan yang dilakukan dalam penerapan Undang-Undang 
Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 di Dinas Perpustakaan Umum Kota Makassar 
yaitu dengan mengimbau kepada tenaga perpustakaan untuk berhati-hati dalam 
melaksanakan tugasnya terutama pada saat mengelola buku-buku ataupun 
koleksi perpustakaan yang lainnya agar tetap berpedoman kepada undang-
undang Hak Cipta yang berlaku. Selain itu, Dinas Perpustakaan Umum Kota 
makassar juga menekankan kepada penulis untuk mendaftarkan hak cipta karya 
ciptanya dan melaksanakan sosialisasi kepada pemustaka tentang hak cipta, 
batas wajar hak cipta, pencegahan plagiarisme, bentuk-bentuk pelanggaran hak 


















Berdasarkan hasil interpretasi data dari hasil observasi dan wawancara 
yang telah dilakukan oleh peneliti kepada informan mengenai penerapan 
undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta di Dinas Perpustakaan 
Umum Kota Makassar. Dalam hal ini perpustakaan bukan hanya sebagai wadah 
atau tempat penyimpanan informasi, akan tetapi disisi lain  perpustakaan 
memiliki peran penting untuk mencegah terjadinya duplikasi dan 
pembajakankarya cipta. Berdasarkan dari rumusan masalah yang diteliti maka  
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kebijakan Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak 
Cipta di Dinas Perpustakaan Umum Kota Makassar telah diterapkan sejak 
tahun 2016, Adapun kebijakan  yang muncul dari pihak perpustakaan terkait 
penerapan Undang-undang Hak Cipta adalah menghimbau kepada seluruh 
pemangku kepentingan atau tenaga perpustakaan untuk melaksanakan tugas 
dengan tetap berpedoman kepada aturan-aturan yang tertuang dalam 
Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014. 
2. Bentuk-Bentuk Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 
Hak Cipta di Dinas Perpustakaan Umum Kota Makassar adalah Dinas 
Perpustakaan Umum Kota Makassar memberikan edukasi kepada 
pemustaka terkait dengan aturan-aturan yang tertuang dalam Undang-





untuk mendaftarkan Hak Cipta karya cipta nya. Selain itu, sosialisasi juga 
pernah dilakukan agar tenaga perpustakaan dan pemustaka dapat 
mengetahui dan memahami tentang Hak Cipta agar suatu karya cipta dapat 
terlindung, tidak merugikan pencipta dan meminimalisir tindakan 
pelanggaran hak cipta. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil analisis penelitian tentang penerapan undang-undang 
nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta di Dinas Perpustakaan Umum Kota 
Makassar yang ada pada bab pembahasan, maka peneliti menyarankan  agar 
pemasangan rambu-rambu anti plagiarisme harus diletakkan di setiap sudut 
perpustakaan supaya pengunjung yang datang pada tempat tertentu dapat 
mengetahuinya, Mengeluarkan aturan tertulis terkait dengan pedoman 
penerapan Undang-Undang Hak Cipta dan memberikan pelatihan dasar kepada 
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Pedoman Wawancara  
 
1. Apa saja yang mendasari sehingga Dinas Perpustakaan Umum Kota Makassar 
menerapkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?  
2. Bagaiman kebijakan penerapan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang 
Hak Cipta?  
3. Kapan kebijakan penerapan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak 
Cipta dilaksanakan?  
4. Apa ada kebijakan tertulis yang Dinas Perpustakaan Umum Kota Makassar 
keluarkan terkait dengan Undang-Undang Hak Cipta? 
5. Bagaimana pemahaman Anda tentang Hak Cipta?  
6. Apa saja koleksi di perpustakaan yang dilindungi Hak Cipta?  
7. Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan Dinas Perpustakaan Umum Kota 
Makassar terkait dengan Hak Cipta dalam mengelola dan melayangkan sumber 
informasi?  
8. Bagaimana bentuk-bentuk penerapan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta di Dinas Perpustakaan Umum Kota Makassar?  
9. Apakah ada sosialisasi atau pengumuman di perpustakaan tentang Undang-
undang ini?  
10. Selama Anda menjadi pustakawan bagaimana pengalaman anda tentang 
pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di Perpustakaan?  
11. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan Undang-undang Hak Cipta 
ini?  
12. Hal apa yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran Hak Cipta?  
13. Tindakan apa yang dilakukan terhadap pemustaka yang melakukan pelanggaran 
Hak Cipta?  
14. Hal apa yang perlu dilakukan pengelola perpustakaan dalam menanggulangi 
tindakan pelanggaran Hak Cipta?  
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